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WALi KOTA KEN DARI 

PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN WALi KOTA KENDARl 

NOMOR'.l1 TAHUN 2026 

TENTANG 

UNIT LJ\YANAN DISABILITAS BIOANG KETENAGAKERJMN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALi KOTA KENDARI, 

Mcnimbang: 

Mengingat: 

bahwa untuk mclaksanakan ketcntuan Pas.al 32 ayat (4) 
Peraturan Dacrah Kot.a Kcndari Nomor 2 Tahun 2024 
tentang Pelaksanaan Penghorm.atan, Perlindungan, dan 
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, pcrlu 
mcnctapkan Pereturan Wali Kota tcntang Unit Layanan 
Dtsabilltas Bldang Kctcnagakcljaan; 

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Casar Negara 
Rcpub!ik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undung Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pembcntukan Kotamadya Dacrah Tingkal II Kcndarl 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1995 
Nomor 44, Tnmbahan Lembaran Negara Republ.ik 
Indonesia Nomor 3602); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintnhan Do.ernh (Lcmb1u1,,n Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negan, Republik Indonesia Nomor 5587) 
scbagaimana telah beberapa kali diubah tcrakhir 
dengan Unilimg·Undang Nomor I Tahun 2026 
lentang Penyeeuaian Pidana (Lcmbftran NegarA 
Republik lndonesio Tahun 2026 Nomor I, Tembahan 
Lemburu.n Negara Rcpublik Indonesia Nomor 7153); 

4. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2024 
tentang Pclaksanaan Pcnghormutan, Perhndungan, 
dan Pemcnuhan Ha.I< Penyand11.ng DiflBbilitaa 
(Lembaran Daemh Kot.a Kendari Tahun 2024 Nomor 
2, Tambaha.n Lembaran Daemh Korn Kendari Nomor 
35); 
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Menetapknn 

MEMUTIJSKAN: 

PERATURAN WALi KOTA TENTANG UNIT LAVANAN 

DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN. 

RAR1 

KETli:NTUAN UMUM 

untuk 
hak mewujudkan 

Dalam Pcraturan Wali Kola ini yang dimaksud dengan: 
I. Dacrah adalah Kola Kendari. 

2. Pcmcrintah Dacrah adalah Pcmcrintah Kota Kcndari. 
3. Wali Kota adalah Wali Kola Kendari. 

4. Pcnyandang Di.sabilitas adalah :,etiap orang yang 
mengalami keterbatasan fisik, intclcktual, mental, 
dan/atau scnsorik dalam jangka waktu lama yang dalam 
bennteraksi dcagan !ingkungan dapat mengalami 

hambatan dan kesuhtan uncuk berpartisipasi secara 
pcnuh dan cfcktif dengan warga negara lainnya 
berdasarkan kcsamaan hak. 

5. Pcmcnuhan adalah upaya 
memenuhi, mclaksanakan, 
Penyandang Disabihtas. 

6. Pcmbcrdayaan adah:th upaya untuk mcngualkan 
keberedann Penynndnng Disabilitas dalam bentuk 
penumbuhan iklim dan pcngcmbll.ngan potensi ,rehingga 
mampu tumbuh dan berkembnng mcnjadi individu atau 
kelompok Pcnyandang Disabilita� yang tangguh dan 
mandiri. 

7. Aksceibilitas adalah kemudahan yang disediakan unluk 
Pcnyandang Disabilitas guna mcwujudkan kesamaan 
kesempatan. 

8. Akomoda!Ji yang Layak adalah modifikasi dan pcnycsuaian 
yang tcpal dan diperlukan untuk mcnjamin pcnikmatan 
atau pclaksanaan semua hak a1Ja1Ji manusia dan 
kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas 
berdasarkan kesctaraan. 

9. Ahn Bantu adalah benda yang bcrfungsi mcmbantu 
kemandirian Pcnyandttng Dieabilitas dalam melakukan 
kcgiatan sehan-hari. 

I 0. Dinas Kctcnagakerjaan dan Pcrindustrian Kota Kcndari 
yang selonjutnya discbut Dinas adalah Dinas di 
lmglrungan Pemcrintah Kota Kendari yang mcmpunyai 
tugas dan fungsi di bidnng kctcnaga.kerjaan 

1 1 .  Unit Layanan Disabilitas Bidang Kctcnagakerjaan yang 
sclanjutnya disebut ULD KctcnagakeIJaan adalah unit 
layamm yang merupakan bagilil1 Wiri dinas yang 
mcnyclcnggarakan uruso.n pemerintahan deerah di bidang 
ketenagukerjaan. 
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12. Pemben xerja adalah orang pcrscorangan, pengusaha, 
badan hukum, ah1u badan lainnya yang mempckcrjakan 
tenaga kerja dengnn membayar upah atau imba.lu.n dalam 
bentuk lain. 

13. Orgnnisasi Penyandang Disabilitas adalah Orgarueeet yang 
dipimpin dan dikelola, serta beranggotakan mayorirae 
Penyandang Drsabilitaa, dan terdaftar di Perongkot 
Daerah yang menangani urusan bidang eostet. 

14. Pcrcncana.an adalah SUlltU proses untuk menentukan 
tindakan masa dcpan yang tepat, ml'lalui ururnn pilihan, 
dengan memperhitungkan sumbcr daya yang tersedia. 

15. Pegawai Apamtur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 
Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjum Kerja yang diangkat o\eh 
pejabat pembma kepegawaian dan diserahi tugas dalam 
suatu jabatan pemenntahan atau disemhi tugas ncgara 
lainnya serta diberikan pcnghasilan sesuai dcngan 
ketentuan perll.turan perundang-undansan. 

16. Standar Operasional Prol!Cdur Layanan Ketenagakerjaan 
yang setaojutnya dtsebut SOP Layanan Ketenagakeqaan 
adalah pt:duman atau t.ata cera kerja yang dibakukan 
dnlom penyelenggo.raan pelayanan ketenagakerjaan untuk 
menjamin pelayWlafl yang efektif, efisien, transparan, 
akuntabel, mudah diakses, dan nond1sknminatif bagr 
pencari kerja, pekerja, pemberi kerja, dan/atau 
penyandang dleabtlitns. 

EAli II 

PEMDENTUKAN, KEDUDUKAN DAN KEANGGOTMN 

Bagian Kesatu 
Pembcntuka.n dan Keduduka.n 

Pasal 2 

(l) Pcmerintah Daerah mcmbcntuk ULD Ketenagakerjaan. 
(2) ULO Ketenagakerjaen sebagaimanu dimaksud pada ayat 

(I) bcrkedudukan dan dilaksanakan oleh Dinas. 
(31 Penyelenggaraan ULD Ketenagakcrjaan scbagaimana 

dimaksud pada eyar {2) dilak:.anakan mela1ui penguatan 
tugas dan fungsi dinas. 

Bagian Kedua 
Keanggotaan 

Pasal 3 

(lf Keanggotann ULD Kctenagakerjann terdiri atas: 
a. koordinator; 
b. sekn:taris; dan 

c. anggota 
(2) Kcanggotaan ULD Ketenognkerjnnn 

dimaksud pada ayal (I) bcrsifat ex-o/flCIO. 

sebagaimana 
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(3) Koordinator sebagaim.ana dimaksud pada ayat (1) dijahat 
olch Kcpela Dinas. 

(4! Sekretaris :;ebagaimanu dimaksud pada ayat [I] dijabat 
oleh Sekrelaris Dinas. 

{51 Anggota sebagaimana dimaksud padu ayat ( 1) terdiri ntas: 
a pejabat administrator yang mempunyar tugas di 

bu::lang penempatan tenaga kerja; 
b. peJabat Iungalcnal penganlaT kcrja; 
c. pejahat fungsional mediator hubungan indwiLriul; 

dan/atau 
d. pegawai pada dinas di bidang ketenagakcrjaan. 

(6) Keanggotaan UW Kelenogakerjaan sebagaimana 
dimaksud pada aynt ( 1) ditetapkan dengan Kcputusan 
Wali Kota. 

Pasal < 

(ll ULD Ketenogakerjaan mclibatkan Organteass Penyandang 
Disabilitas, organisasi masyarakat sipil. dan masyarakat 
scbagai Tenaga Pendamping. 

!2) Tenaga Pendumping sebagnimarm dimaksud pada a.yat (l) 
dilakukan dengan proses rekrutmen dan sejeksr sccara 
transparan dan akuntabel. 

(3) Proses rckrutmcn dan scleksi sebagaimano dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan o!eh tim yang ditctapkan dcngan 
Keputull8n Wali Kota. 

Pa.sat 5 

Koordinator ULD Kctcnagakcrjaan s.ebagaimana d,maksud 
da1am Pasal 3 ayat \ l) huruf a bcrtugas: 
a. mc\akukan koon:hnasi dalam pengawusan dan 

pengendalian serta mcmbcri pengarahan kepada anggota 
untuk pelakaanuan ULD Kctcnag.e.kerjaan; 

b. memberikan bimbingan dan saran kcpada anggota dalam 
pelaksanaan ULD Ketenagakerjaan; 

c. membcrikan laporan rutin sctiap I [satu) kah dalam l 
{satu) tahun secara dalamjaringan dan/atau luar jaringan 
kcpada Wali Kota; dan 

d. Lugas lain yang dibcrikan olch Wali Kota. 

Pasal. 

Sckrctaris ULD Ketcnagakcrjaan :scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat ( 11 huruf b bertugas: 
a. membantu koordinator melakukan 

pengawasan dan pengendaliaan 
pcngarahan kepada anggota untuk 
Kctcnagakerjaan; 

b. mcmbantu koordinator mcmberi.kan bimbingan dan saran 
kepada anggota dalam pelaksanaan ULD Ketenognkerjaan; 

c. mcnyusun lapora.n rutin sctiap I [satu] kah dalam l(satul 
tahun sccara dalam jaringan dan/atau luar jaringan 
kcpada Wah Kota; dan 

d. tugas lain yang diberiknn koordinntor. 

koordinasi dalam 
serta mcmbcri 

pelaksanaan ULD 
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Pasal 7 

fl\ Anggota ULD KetenagakcrjllOII ecbagalmnna dimaksud 
dalttm Pas.al 3 ayat ( II hurul c bcrtugas: 
a. merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan 

program kegiatan ULD Ketenagakerjaan; 
b. memi..Jt:rikan fasilitasi dan informasi dalam rangka 

proses rekrutmen dan seleksi, Pe\atihan Kerja, 
pcncmpatan kcrja kepada Pemberi Kerjo do.n Tenaga 
Kerjll Pt:nyandang Disabilitas: 

c. melakukan diseminasi atau sosialisasi bagi Pemberi 
Kerja dalarn mdaksanakan proses rekrutmen Tenaga 
Kerja Penyandang Diaabilitas: 

d. mencari lowongan kerja dan mempromosikon Tenaga 
Kerja Penyandang Disabilitas pads Pemberi Kerja 
sesuai minat, bakat, dan kelc:rumpilan yang 
dtbutuhkan untuk mengikull magang dan/atau 
penempatan kerja; 

e. mclakukan penyuluhan dan bimbingan jabatan dan 
o.nalisis Jllbatan kepada Tenaga Kerja ..-enyandang 
Disabilitas; 

f. membenkan fasilitasi chm inforrnasi dalarn rangka 
Pemberdayoan dan keberlanjutan kel]a kcpoda Tenaga 
Kcrja Penyandang Disabililas; 

g. mengidentifikasi Pelatihan Kerj11 kepAda Tenaga Kerja 
Penyandang Disabilitas; 

h. melakukan upaya penyesuaian di lingkungan kerja 
dan Pemenuhan Akomodasi yang Layak untuk Tenaga 
Kerja Pcnyandang Disabilitas di tempat kerja; 

i. membcrikan infortnuai terkrut kontrak kerja, upah, 
dan jam kcrja; 

J. melakukan fasilitasi dan mediasi terkait hubungan 
industrial; dan 

k. tugas lain yang diberikan koordinntor. 
(2) Tugas anggota ULD Ketenagakerjaan sebagaimano. 

dimak�ud pada ayat (1) clilwulanakan sesuai deagan 
bidang kompctensi masing-masmg anggota. 

Pasal 8 

(I) Tenaga Pcndamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 memiliki tugas melakukan pendampingan kepada 
tenaga kerja Penyandang Disabilitas dan Pemberi Kerja. 

(2) Pendarnpingan kepada tenaga kerja sebagaimana 
dimaksud pad a ayat (I) diberikan dalam rongka 
penyuluhan dan himbingan jaba.tan dan konsultasi dalam 
rangka pclabhan, pemagangan, penempatan, dan 
Pemberdayaan. 

(3) Pendampingan kepada Pemberi Kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat \I) diberikan dalam rangka 
Pemenuhan dan Pelindungan hak Penyu.ndnng Disa.bilitas, 
serta pc.nyediaan A.lat Bantu kerja untuk Penyandang 
Disabilitas. 
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BAB III 

SUMBER DAYA MANUSJA 

Pasal 9 

Pt:merini.ah Oacrah mcnyediakan aumber daya manusia pada 
ULD Kctcnagakcrjaan yang memiliki pengetahuan, 
kctcramptlan, etika, den kepeknnn dnlrun melayani 
Pr:nyandang Disabilitas. 

Pasal 10 

Sumber daya manusia pa<la UI.D Ketenagakcrjaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 9 mcliputi: 
a. Pcgawai ASN yang bcrada pad& dinas; dan 
b. Tenaga Pcndamping. 

Pasal 1 1  

(I) Pegawai ASN scbagaimana dimak,sud 1.hdam Paow'tl 10 
huruf a mehputi: 
a. pcjabo.t administrator yang mcmpunyai tugas di bidang 

pencmpat.an tcnaga kerja; 
b. pejabo.t rungsional pengantar kcrja; 
c. pcjabat fungsional mediator hubungan industrial; 

dan/atau 
d. pcgowni pada dinas. 

(2) Pcgawai ASN scbagaimana dimaksud peda ayat {I) herus 
mcmcnuhi persyarat.an: 
a. mem,lilo integritas, komitmen, dan kred:ibilitas; 
b. memiliki keahlian dan kompctcnsi di bidang 

Pcncmpatan Tenaga Kerja; 
c. memiliki empoti den kepeko.an yang tinggi untuk 

membantu ruernfasilhasl den mcndampingi Penyandang 
Disabihtas untuk mendapatkan pekerjaan di sektor 
formal maupun informal; dan 

d. memiliki penget11huun dan ketcrampilan inklusi 
disabihtas di bidang kctcnngakcrjaan. 

(31 Pegawai ASN scbagaimana dirnaksud po.da nynt (I) dapnt 
dimutasi setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat 
ULD Ketcnagakcrjaan sesual dcngan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 12 

(1) Tenaga Pendampmg scbagaimana dimnksud dalam Pasal 
10 hurur h dapat berasat dad unsur Organisasi 
Penyandang Disabilitas, organisasi masyarakat sipil, dan 
masyamkat. 

{2) Tenaga Pendamping scbagaimllllll dunakaud pada ayat (I) 
harus memenuhi persyaratan: 
a. pendidikan minimal 03 atau sederajat dan merupakan 

pmfesional di I.Jidangnya dan/atau memiliki 
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pengctahuan, keterampilan, dan kompetensi lentang 
inklusi disabilitas di tempnt kcrja; 

b. memiliki integritus, komnmen, dan kredibilites: 
c. memiliki elika, empati, dan kepekaan dalam mclayani 

Penyandang Disabilitas; 
d. mcmiliki motivasi Linggi dan kcmitmen untuk 

melaksanakan tugas; 
e. memiliki kemampuan bcrkomumkasi dcngan bahaso 

isyaral dan menjalin rclasi eoetet yang hunnuni11 clenga.n 
berbagai pihak; dan 

f. tidak sedang terikat kerja dengan instansi pcmerintah 
Jainnya. 

(31 Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (IJ 
diangkat don diberhenlikan berdasarkan Keputusan Wali 
Kol.a. 

Pasal 13 

(I) Peningkat.an kompetcnsi sumbcr daya manusia pada ULD 
Ketenaga_kerjaan dapat ditingkatJmn melalui pendidikan 
dan pelatihan eccara bcrkala. 

(21 Penmgkatan kompetenst sumber daya manusia melalui 
pcndidikan dan pclalihan sebagnimann dimaksud pada 
ayat (1) dilukuki.t.n olch Pemcrintah Dacrah, Organi&11.si 
Penyandong Disabilitas, organisasi masyarlrat sipil, dan 
masyarakat. 

BABIV 
SARANA PRA.SARANA DAN LflY/\NAN 

Bagian Kesalu 
Sarana Prasarana 

Pasal 14 

(1) Sarana dan prasarana ULD Kctcnagakerjaan disediakan 
da.Jam rangka membenkan kcmudahan pelayanan dan 
o.kscs bagi Penyanda.ng Disabilitas. 

(2) Sarana dan prasarnna ULD Ketcnagakcrjaan scbagaimann 
dimaksud pada ayat {1) paling scdiki meliputi. 
a. mang pclayanan ULD Kctcnagakerjaan; 
U. fasilita11 pclayanan ULD Kctcnagakerjaan; dan 
c. fa11ilitas pendulcung ULD Ke1enagakcrjaan lainnya. 

Pasal 15 

Ruang pelayanan ULD KeLCnagnkerja.m sebagaimena 
dimuksud dn.lo.m Pnsal 14 ayat (2) huruf a harus memenuhi 
kritcria: 
a. memenuhi standar c111n mudah diak�s untuk 

melakaanakan [ayanan ULD Ketenagakcrjaan sell.um 
dc:ngan ragam di11abilitasnya; 

b. ramah terhadap Pcnyandang Disabilitaa: dan 
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c. menjamin pcnghuni melakukan evakuasi secara mudah 

dan aman, apabila. terjadi keudoan dnrurot. 

Pasal 16 

F'asilitas pelayanan ULD Kelenagakcrjaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 ayat {2) huruf b harus memenuhi 
kritcria: 
a. mudah dan aman diakses bagl Penyandang Dis.abilitas; 
b. mehputi eepek sarana dan prasanma fisik, seperti rrun o.tou 

tongga landai, toilet khusua, lift. untuk kantor di lantai 
atas; 

c. meliputi aspek sarana dan prasarana nonfisik, eeperu 
infonnaai, komunikasi, don teknolugi Ytt.n8 digunakan 
dapal dipahaml Penyandang Disabilitas dengan baik; 

d. eamna clan prasamna lis1k/nonfisik lain yang dapat 
discsuaikan dengan situasi dan kondisi fasilitas pdayanan. 

Pasal 17 

Fasilit.as pendukung ULO Ket.enagakcrjaan lainnya 
sebagaimona dimaksud dalam Pasa1 14 ayat {2) huruf c harus 
memcnuhi kriteria: 
a. menjamin tersedianya Aksesibilirn.s bagi Penyandang 

Disabilitas; dan 
b. memberi kemudahan dan kenyamanan bagi Pcnyandang 

Dtsa mlitas. 

Bagian Kedua 
Layanan ULD 

Pasal 18 

(1) ULD Ketenagakerjaan menyclcuggarakan layanun kepodn 
pcnyandang disabilitas. 

(21 Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. pcmberian informasi ketenapkcrjaan inklusif; 
b. layanan pcndataan rlan RIIC$men pcnca.ri kerja 

Disnbili1as; 
c. Jayanan konseling dan pcndampingan kcrja; 
d. layanan pelatihan dan peningkatan kompetenei: 
e. layan.an pencmpotan dan pencocokan tenaga keqa; 
r. layanan pendampingan pcmberi kerja; 
g. laynnan fasilitasi Akomodasi Yang Layak; 
h. layanan monitoring dan retensi kerja: 
i. layanan pengaduan dan pendampingan 

(31 Layanan scbagaiman.a dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan secara: 
a. aksesibel; 
b. inklusif; 
c. non-disknminatif; dan 
d. berper>:ipektif hak asasi manusia. 

(4) Stondar pclayanan sebo.gn.imana dimaksud pada ayat (I) 
tcrcantum do.lam lrunpiran yang mcrupakan bo.gian yang 
tidak h:rpisahk:an dari Peratunm Wali Kola ini. 
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Pasal 19 

(I) Ut.D Ketcnagukerjaa.n du.lam menyelenggarakan layanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mcnyusun dan 
menetapkan SOP Layanan Kctenagakerjaan untuk setlap 
jenis layanan. 

(2) SOP Loyanon Ketenagokerjann sebogoimnna dimaksud 
pada ayat (1) paling scdikit memuat: 
a. alur proses layanan; 
b. persynmtan udministrasa; 
c. jangka waktu pcnyclcsaian; 
d. peran dun tonggungjawab petugas; 
c. standar hasil layanan; dan 
f. mekanlame p,::n�du>1.n dan penangenan keluhan. 

(3) SOP Layanan Ketenagakerjaan disusun dengan 
mcmpcrhatikan prtnsip ekacelbilitea dan kcbutuhan 
penyandang disabilitas. 

!4) SOP Layanan Kctenagakerjaan sebagaimana dtrnakaud 
pada ayat ( l) ditetapkan dengan kcputusan kepala Dinas. 

BABV 
KOORDINASI DAN KERJA SAMA 

l:Jagian Kesatu 
Koordinasi dengan Perangkat Oaerah 

Pasal 20 

(1) ULD Ketenagakerjaan melalrukan koordinasi dcngan 
perangkstl daernh dalam rangka pcnydcnggaraan layanan 
ketenagakerjaan bagi pcnyandang di11abilitas. 

(21 Koordinasi sebagnimana dimaksud pada aya.t Ill meliputi: 
a. percncanaan program dan kcgiAtan; 
b. pertukaran data dan mformasi; 
c. pe\aksanaan pclatihan dan pencmpatan kcrja; 
d. penycdiaan sarana dan prasarana yang aksestbel; dan 
c. monitoring dan cvo.luasi pelaksanaan layanan. 

(3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 11) 
paling sedikit mcliputi: 
a pemngkat dacrah yang mcnyclcnggarakan urnsan di 

bidang aosial; 
b. perangkat dacrah yang mcnyelenggamkan urusan di 

bidang pendidikan; 
c. perangkal dacnth yang mcnyclcnggarakan urusan di 

bidang kcschatan; 
d pcraegkat dacmh yang mcnyclenggarakan urusan di 

bidang kcuu.ngu.n; dun 
e. penmg.kat daerah lain yang terkait. 

(4) Koonlinasi dilak,,anaknn eccara bcrkala dan/atau scsuru 
kehutuhan. 



• 10 • 

Pasal 21 

Dalam melnkuknn koordinafli sebagllimana dimak&ud dalam 
Pasal 20 ayal {I), ULD Kctenagakerjaan dapal memberikan 
masukan dan/atau n:komendasi kcpada Pcmenntah Dacrah 
yang terka.it dcngan upaya umuk : 

o. melokukan sinkronisasi program dan kebijaknn dalam 
rangka. pelakeanaan Pengh.ormatan, Pelindunfii1Wl, dan 
Pcmcnuhan hak Penyandang Disabilitas; 

b. menjamin pelaksa.naan Penghormatan, Pelindungan, dan 
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berjalan dengan 
efektif; 

c. mewujudkun nnggnrcm pelaksanaan Penghormatan. 
Pelindungan, clan Pemenuhan hak Penyandang 
Disabilita.s; dan 

d. mensinkronkan penggunaan anggaran pclnk3anaan 
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak 
Pcnyandang Disabililas agar bcrjalnn dcngan cfisicn. 

Bagian Kcdua 
Kerja Sama dengan Dunia Usaha dan Pihak Lain 

Pasal 22 

(I) ULD Ke1enagakcrjaan melakuknn kerja sama dengan 
dunia usnha dan pihak lain dalam rangka pcrluasan 
kescmpatan kerja bagi penyandang disabilitas; 

(2) Kcrja sama seba.gaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. pcnyediaan dan pcnycbarluasan informasi lowongan 

kerja; 
b. pelaksanoan n:krulmen tenaga kerja penyandang 

dieabilitas: 
c. petaksanaan pelatihan kerja, pemagangan, dan 

praktik kerja; 
tl. penyediaan akomodasi yang Jayak di tempat kerja; 
e. pcngcmbangan lingkungan kcrja yang inklusir; dan 
f. pcndampingan serta cvaluosi penempatan kerja. 

(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi: 
a. lcmbaga pelalihan kcrja; 
b. lembaga pendicWmn; 
c. organh1asi penyandang disabilitas; 
d lembaga swadaya masyarakat; dan 

c. pihak lain yang tcrkait. 
(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat ( l J dapat 

dttuangkan dalam bentuk: 
a nota kcscpahaman; don/otau 
b. pt:rjanjian kerja sama. 

(5) Pelaksanaan kerja sama dilakukan seeual dcngan 
ketentuan peraturan pcrundang-undangan. 
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BABVI 
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN 

Bagian Kesatu 
Monitoring 

monitoring tcrhadap 
ketenagakcrjaan bagi 

Pusal 23 

melak>:u.,nakun 

(41 

penyelenggaraan layanan 
Penyondang Drsabihtas. 

(2) Monitoring .scbagaimana dimaksud pada ayat {I) 
dilakukan untuk memastilum keeeeueien p,::1.uksanaan 
layanan dengan sl.andar operasional pr09CC!ur, prinsip 
layanan, dan ketentuan pcraturan pcrundang-undangan. 

(31 Monitoring dilaksanakan SCCW"a bcrkala dan/at.au 
sewaktu-waktu 6Cl1Uai kebutuhan. 
Hastl monitoring digunakan sebagoi ba.han pcrbaikan 
don penlngkAtan kuolitas Lnynnan. 

fl) Dinas 

Dagian Kedua 
Evaluaai 

Pasal 24 

(I) Dinas melakukan evaluasi kinerja secara berk.ala 
terhadap pelaksanaan Jayanan ketenagakerjaan bagi 
Pcnyandang Dieebilitae. 

(21 Evaluosi kinerja .scbagaimana dimaksud pada 11.y11.t (I) 
paling sedikit mencakup; 
a. cfcktivitas layanan; 
b. tingkat penempat.an kerja penyandang dil'l!lbililai'I; 
c. kua.litaa pelatihan dan peningka.t.on kompetensi; 
d. kepuaean pengguna layanan; dan 
e. pelaksanaan kerja sama dengan pihak terkait 

(3) Hasil cvaluasi digunakon .scbagai dasar perencanaan, 
perbaika.n ktl>ijalum, dan peningkatan mutu layanan. 

Bagian Ketiga 
Pclaporan 

Pa$8.I 25 

(I) ULD Ketenagakerjaan menyusun dan menyampaikan 
lapoom pclaks.anann layanan kelenagaker:iaan bagi 

Pcnyandang DisaUilitas .sccara berkala. 
('..!) Laporan sebagaimana dimaksud pRrtA ayat {I) 

disampaika.n kepadn Wali Kota melalui Kepala Dines. 
(3) Pdaponm sebagaimana dimaksud pada ayu.t ( lt dilakukan 

paling scdikit l ($Stu) kali dalam 6 (enarn) bulan alau 
scwaktu-waktu npobila diperlukan. 



(4) Lapomn paling 8Cdikit memua1: 
a. capo.io.n pclaksanaan program don kegialan, 
b. J11mlah pcnyandang disabilitas yang dilayani, 
c. jumlah penempatan kerja; 
d. basil pelatihon dan sertifikosi; 

e. kendola dan permasalahan; dan/atau 
f. rekomcndasi tindak lanjut. 

(5) Peteporen dapet dilakukan secam mnnuol dan/otau 
berbasis sistem infonnasi kctcnagakerjaan yang 
termtegraar. 

BAB Vil 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Bagian Kesatu 
Pembinaan 

Pasol 26 

(I) Pemerintah Daerah mclakukan pembinaan terhadap 
penyelenggaraan ULD Kelenngakerjaan. 

(2) Pembinaan scbagaimana dlmaksud pad a ayal ( l) 
dilaksanakan o\ch Dinas. 

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mcliputi: 
a. peningk.atan k.apasilas sumber daya manusia ULD 

Ketenagakerjaan; 
b. penguatan kelembagaan dan tata kclola layanan; 
c. penyusunan dan pengembangan slandar pelayanan; 
d. fasilitasi sarana dan prasarana layanan yang 

akscsibcl; dan 
e. penguatan kerja sama dcngan perangkal <laerah, 

dunht usaha, dan pemangku kepcntingan Jainnya. 

Bagian Kalua 
Pengawasan 

Pasal 27 

fl) Pemennlah Daerah melakukan pcngawasan terhadap 
pelaksanaa.n layanan kctcnagakerjaan bagi penyandang 
disabilitas yang disclenggaraka.n olch ULD 
Ketenagakerjaan. 

(21 Pengawasa.n scbagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dilaksanakan oleh Dim,s. 

(3) Pengowascm sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
bertujuan untuk memasukan cctekeeneen layanan 
sesuai dengen ketentuan peraturu.n perundang· 
undangan, SOP Layanan Kelenagaker:,aan, dan prinsip 

layanan. 
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(3) Pengawasan dilakukun melalui: 
a. pcmantauan langsung; 
b. pcmeriksaan dokumen; 
c. evaluasi kinerja; dan/atau 
d. mekanisme pen,gaduan masyarakat. 

(4) Dalam melaksanakan pengawasan :,ebagaimana 
dimekeud pnda ayet (1), Dinaa melibetkan per11ngk111 
daerah terkait dan/atau pihak lain yang berkompeten. 

BAB VIII 
PENDANAAN 

Pasal 28 

Pendanaan untuk pcnyelenggaraan kegiotan ULD 
Ketenagakerjaan dapat bersumber ds,ri: 
a. anggarnn pendapatan dan belanja daerah; dan/at.a.u 
b. sumber lain yang sah dan tidak mcngikat scsuar dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

DAD l)( 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 29 

Pcraturan Wali Kota ini mulai berlnku padn tanggal diundangkan. 

Agar setiup orang mcngetahuinya memerintahkan pengundangan 
Pera.turan Wali Kota ini dengan pencmpatannya dalam Derita 
Daerah Kota Kendari. 

111,a.1 0 cq._' 
RAH KOTA KENUAH:J TAHUN zcte NOMOR :1'- 

Drundangkan d1 Kendari 
It . � .  )..o'L6 

DAERAH KOTA KENDARI, 
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LAMPIRA.N 

PERATURAN WALi KOTA KENDARI 

NOMOR '-1. TAHUN 2026 

TENT ANG 

UNIT LA.YANAN DISABILITAS 

BIDANG KETENAGAKERJAAN 

STANDAR PEU..YANAN UNIT LA.YANAN DISAB!LlTAS (ULD) 

BIDANG KETENAGAKERJAAN 

l. Layannn lnformasi Ketenugakerjaan lnklusif. 
Umian Layanan: 
Penyf'diaan informasi lowongan kerja, pelatihan, dan kebijakan 
kerenagajcerjaan yang aksesibel. 
SLandar: 
• Input: Data lowongan kerja, program pclatihan, database p,::ngguna 

layanan 
• Proses: 

a. Penycdiaan infonnasi dalam former RklM!sihel (aud10, bratlle, teks 

t>a!erhana); 
b. Oiseminasi mclalui media online/offiine. 

• Output: lnfonnasi kerja yang dapat diakses penyandang disabilitas 
• Waktu t.ayanan: Maksimal l hari sejak inl"onnasi ditcrima 
• Jndikator Mutu: 

a. :Z:')0% informasi tcrsedia dalam format akscsibcl 

b. Kepuasan pcngguna :z:75% 

2. Layanan Pendaftaran dan Asesmen Pencari Kerj11 Disabilitas. 
Uraian Laysnan: 
Pcndauw.n dan pcnilaian kompctensi, minat, scrta kebutuhan akomodasi. 
Stand.ar: 
• Input: Data individu, dokumen identttns, riwayat pcndidikan/kef)a 

• croees: 

a. Registrasi 
b. Asesmen kompetensi dan kcbutuhan khusus 

• Output: Profu pcncari kerja disabilitas. 
• Waktu Layanan: Makaimlll 2 hari kerja. 
• lndikator Mutu: 

a. :Z:85% data t.erinput lengknp. 
b. Akurasi profil :z:80%. 

3. Layanan Konsehng dan Pendampmgan Kerja. 
Uraian Layanan: 
Pcndttmpingan individu dala.m perencanaan karie:r clan kcsiapan kerja. 
Standar: 
• Input: Data haeil asesmcn 
• Prceee: 

11. Konseling karicr 



b. S1mulas1 wawancara kel)a 

c. Penyusunan rencana kerja individu 
• Output: Rencana karier dan kesiapan kerja 

• Waktu Layanan: 1 3 sesi atau paling lama I hari per individu 
• lndikator Mutu: 

�80% peserta mengalami peninglwtan kesiapan kerja 

4. Layanan Pel.atihan dan Peningkatan Kompetensi. 
Uraian Layanan: 
Fasilitasi akses pe!atihan kerja yang inklusif. 
Standar: 
, Input: Kebutuhan pelatjhan, dau1 peeerta 

• Proses: 
a. Koordinasi dengan BPVP/lembaga pelatihan 
b. ?enyesuaian metode pelatihan (tnklusif) 

• Output: Pcserta mengikuti pclatihan 

• Waktu Layanan: Scsuai jadwal pclatihan 
• lndikator Mutu: 

a. ;,,75% peserta menyelesalkan pelatihan 

b. �50% terscrtiflkasi 

5. Layanan Pencmpatan dan Pencocokan Tenaga Kerja. 
Umian Layanan: 
Mempertemukan pencori kerja disabilitas dengan pemberi kerja 
Standar. 
• Input: Database pcncan kerja & lowongan 
, Proses: 

a. I'encocokan ten.age kcrja clan pekerjaan 
b. Rekomendasi kandidat ke perusahaan 

• Output; Penempatan kerja 
• Waktu Layanan: Makisimal 5 hari kcrja scjak lowongan tersedia 
• lndik.1Hor Mutu: 

a. ;,,60% kandidat sesuai kebutuhan perueahaan 

b. Tingkat penempatan �40% 

6. Layanan Pendampingan Pemberi Kerja 
Unuan Layanan: 
Konsultasi dan asistensi bagi pcrusahean dalam mempekerjakan 
disabilitas. 
Smndar: 
• Input: Permintaan layanan dari pcrusahaan 
• Proses: 

a. Konsultasi rekrutmen inklusif 

b Penyusunan kebutuhan akomodasi 
• Output: Rckomcndasi kebijakan/perbaiknn pro.klik kcrja 
• Waktu Layanan: Makslmal 3 hari kcrja 
• lndikator Mutu: 

�40% perusahaan menerapkan n:komcnd.asi 
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7. LnyanAn Fasilitasi Akomodasi yang Lo.yak 
Umian Layanan: 
Penyediaan atau koordinasi alat bantu dan pcnyesuaian kerja. 
Stander: 
• Input: Hasil asesmcn kebutuhan 
• Proses: 

a. ldentifikasi a1at bantu 
b. Koordinasi pengadaan 

• Output: Tersedie.nya akomodasi kerja 
• Waktu Lttyanan: Maksimal 7 hari kerja (koordinatil) 
• lndikator Mutu: 

;i:50% kcbutuhan akomadasi tt:Tpenuhi 

8 Lnyannn Monitoring dan Retensi Kerja 
Uraian l.ayanan: 
Pemantauan keberlanju1an kerja penyandang disabilitas. 
Slandar: 
• Input: Data tenaga kerjayang sudah ditempatkan 
, Proses: 

a. Monitoring berkafa 
b. Pt:nanganan keluhan 

• Output: Laporan retcnsi kcrja 
• Waktu Lnyanan: Minimal I kati per 3 bulan 
• lndikator Mutu: 

Tingkat retensi kerja ;i,50% 

9. Layanan Pengaduan dan pendampingan 
Uraian Leyenan: 
Penanganan kcluhan dan diskriminasi di tempat kcrje.. 
Standor: 
• Input. Aduan Masyarakat/tenaga kerja disablitas 
• Proses: 

a. Veriflkasi 
b. Mediasi/Rujuka.n 

• Output. Tindaklanjul pengaduan 
• Waktu Layanan: Maksimal 30 hari kcrja 
• lnd1kator Mutu: 

260%, aduan ditindakJanjutl 

PARAF KOORDlllASI 
PA RAF 
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